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ABSTRAK 

Pengguna sistem teknologi dan informasi menjadikan 

jasa angkutan lebih efisien untuk digunakan, untuk 

memudahkan dalam mengakses hal tersebut maka pemesanan 

secara online dapat di akses melalui smart phone. Dalam hal 

ini go-jek hadir sebagai jasa angkutan online berbasis e-

commerce. Pengemudi go-jek dikategorikan sebagai pelaku 

usaha karena hubungan antara pengemudi go-jek dengan go-

jek adalah mitra. Perilaku curang dapat dialami oleh 

siapapun, seperti yang dialami oleh beberapa pengemudi go-

jek yang mengalami pesanan fiktif berupa go-food atau go-

ride, yang mana ketika para pengemudi tersebut menerima 

pesanan yang dipesan oleh konsumen melalui aplikasi go-jek, 

konsumen tidak dapat dihubungi baik melalui aplikasi chat, 

sms, telepon maupun Whatsapp sehingga pengemudi 

kesulitan menghubungi konsumen sedangkan aplikasi harus 

tetap dijalankan. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau 

field research yang sifat penelitiannya merupakan deskriptif-

analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-

Empiris dengan mengkaji secara langsung bagaimana peran 

hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pengemudi 

go-jek yang terkena pesanan fiktif dan sumber data utama 

didapat dengan melakukan wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengemudi go-

jek mendapat perlindungan hukum, hanya saja dalam 

prakteknya masih banyak ditemukan kendala yang berawal 

dari pengemudi go-jek malas untuk melaporkan hal tersebut, 

selain itu juga proses yang lama dan rumit, ditambah dengan 

nilai kerugian yang dirasa tidak sama dengan usaha untuk 

mendapatkan keadilan dengan cara dibawa ke ranah hukum. 

KATA KUNCI : Go-Jek, Pesanan Fiktif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya peradaban diikuti dengan laju 

perekonomian dan teknologi, istilah lain menyebutnya 

dengan FinTech (Financial and Technology), definisi 

dari FinTech sendiri adalah hasil gabungan antara jasa 

keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah 

model bisnis dari konvensional menjadi moderat, 

yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka 

dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat 

melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan 

pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan 

detik saja.1 Sehingga sistem barter dan perniagaan 

yang menggunakan cara konvensional lambat laun 

akan ditinggalkan. Tentu saja hal tersebut 

memudahkan dalam mengakomodasi kehidupan 

manusia dalam segala aspek secara umumnya, salah 

satunya adalah di bidang angkutan umum. 

Pengguna sistem teknologi dan informasi 

menjadikan jasa angkutan lebih efisien untuk 

                                                           
1 “Edukasi dan Perlindungan Konsumen” 

https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-

dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx,  akses 24 Oktober 2019. 

https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx
https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx
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digunakan, untuk memudahkan dalam mengakses hal 

tersebut maka pemesanan secara online dapat di akses 

melalui ponsel cerdas. Dalam hal ini go-jek hadir 

sebagai jasa angkutan online bahkan tidak hanya 

dalam hal pengangkutan saja, go-jek hadir dalam 

berbagai ranah yang memudahkan urusan bagi 

konsumennya dan hal tersebut berbasiskan e-

commerce. E-Commerce merupakan serangkaian set 

dinamis dari suatu teknologi, aplikasi dan proses 

bisnis yang menghubungkan perusahaan konsumen 

dan komunitas melalui transaksi elektronik dan 

perdagangan barang, jasa dan informasi yang 

diselenggarakan secara elektronik,2 kehadiran e-

commerce sendiri pun banyak membuka peluang 

bisnis, mulai dari keagenan, leasing, penanaman 

usaha pengangkutan, sampai kepada pengadaan 

barang atau jasa; salah satunya adalah transportasi.3 

Mengacu pada website resminya, go-jek 

merupakan startup dari Indonesia yang sahamnya 

dikuasai oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang 

memulai perjalanannya pada tahun 2010 dengan 

layanan pertama yaitu pemesanan ojek melalui call-

                                                           
2 Imam Sjahputra, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi 

Elektronik, (Bandung : Alumni, 2010), hlm. 2. 

  
3 Ibid., hlm. 65. 
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center. Pada tahun 2015, go-jek berkembang pesat 

setelah meluncurkan sebuah aplikasi dengan tiga 

layanan, yaitu: GoRide, GoSend, dan GoMart. Sejak 

saat itu, laju go-jek semakin cepat dan terus beranjak 

hingga menjadi grup teknologi terkemuka yang 

melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara seperti; 

Singapura, Filipina, Thailand dan Vietnam.4 Saat ini 

go-jek tersedia di 50 kota di seluruh Indonesia, mulai 

dari Banda Aceh - Aceh hingga Jayapura - Papua.  

Pengemudi go-jek dikategorikan sebagai 

pelaku usaha karena hubungan antara pengemudi go-

jek dengan go-jek adalah mitra. Hubungan kemitraan 

antara keduanya dicantumkan dalam “Perjanjian 

Kerjasama Kemitraan oleh go-jek Indonesia”5 Selain 

itu, Pasal 1 ayat 3 UUPK memberikan pengertian 

bahwa pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik 

sendiri maupun bersama–sama melalui perjanjian 

                                                           
4 “Tentang Kami”, https://www.gojek.com/about/, akses 24 

Oktober 2019. 

 
5 “Perjanjian Kerjasama Kemitraan”, 

https://www.gojek.com/app/kilat-contract/, akses 26 Oktober 2019. 

https://www.gojek.com/about/
https://www.gojek.com/app/kilat-contract/
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penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi.6 

Walaupun umumnya kecurangan sering 

dialami oleh konsumen dengan perilaku curang dari 

pelaku usaha namun tidak menutup kemungkinan 

terjadinya penipuan atau perilaku curang yang 

dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha. 

Untuk melindungi pelaku usaha pula, UUPK turut 

mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, 

hak pelaku usaha tertera pada Pasal 6 sementara 

kewajiban pelaku usaha tertera pada Pasal 7. 

Hadirnya hak dan kewajiban bagi pelaku usaha agar 

tercipta pelaku usaha yang jujur dan bertanggung 

jawab dalam berusaha. 

Perilaku curang yang dilakukan oleh 

konsumen terhadap pelaku usaha, masih kerap terjadi 

salah satunya adalah yang dialami oleh pengemudi 

go-jek berinisial FSB. FSB pernah mendapatkan 

pesanan fiktif berupa Go-Food kepada salah satu 

konsumen namun ketika sampai di tujuan, konsumen 

tersebut tidak ada dan tidak mengambil pesanan yang 

ia pesan di aplikasi. 

                                                           
6 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

 



5 

 

 

 

FSB selaku pengemudi go-jek menerima 

sebuah pesanan Go-Food dari salah satu konsumen, 

ketika FSB sudah memenuhi kewajibannya dengan 

membeli pesanan dari konsumen ke restoran yang 

diminta konsumen dan mengantarkan pesanan 

tersebut ke alamat yang tertera dalam aplikasi go-jek, 

ketika FSB sampai dititik lokasi, ternyata konsumen 

tidak ada ditempat dan tidak dapat dihubungi. 

Disinilah pengemudi dapat dikatakan telah 

mendapatkan pesanan fiktif, dimana penumpang atau 

pemesan tidak berada di lokasi penjemputan, 

konsumen tidak bisa dihubungi, dan pembatalan 

secara sepihak oleh konsumen. Hal ini secara terang 

bahwa konsumen melanggar Pasal 5 poin (b) yaitu 

beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian 

barang dan/atau jasa; dan melanggar Pasal 5 poin (c) 

yaitu membayar nilai tukar yang disepakati.7 

Konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi 

karena tidak berada di tempat ketika pengemudi 

mengantarkan pesanannya, tidak dapat dihubungi, dan 

pada akhirnya tidak melakukan pembayaran sesuai 

dengan nilai tukar yang disepakati dimana hal tersebut 

merupakan bentuk dari tidak dijalankannya 

                                                           
7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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kewajibannya sebagai konsumen. FSB sebagai 

pengemudi (selaku pelaku usaha) tentu terlanggar 

haknya sesuai Pasal 6 poin (a) bahwa pelaku usaha 

memiliki hak untuk menerima pembayaran yang 

sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai 

tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.8 

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong 

untuk menyusun, mengkaji dan meneliti ke dalam 

penulisan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN 

HUKUM TERHADAP PENGEMUDI GO-JEK 

ATAS PESANAN FIKTIF DI KOTA 

YOGYAKARTA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang 

masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelititan ini adalah : 

1. Bagaimana praktek pesanan fiktif terhadap 

pengemudi go-jek di Kota Yogyakarta? 

2. Apakah perlindungan hukum terhadap pengemudi 

go-jek atas pesanan fiktif telah terlaksana di Kota 

Yogyakarta? 

 

                                                           
8 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi 

obyek kajian penelitian, penulis memiliki tujuan 

penelitan sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk menelaah sejauh apa perlindungan 

hukum atas pesanan fiktif terhadap pengemudi 

go-jek di Kota Yogyakarta. 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai oleh 

penulis dalam penelitian ini terbagi dalam dua 

aspek, yaitu : 

a. Aspek Teoritis 

Penulis berharap penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi pengembangan keilmuan 

terutama Ilmu Hukum serta menambah 

referensi keilmuan dibidang hukum khususnya 

perdata. 

b. Aspek Praktis 

Penelitian yang dilakukan penulis 

diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

hukum secara teknis bagi setiap pengemudi 

ojek online yang terkena pesanan fiktif. 

Mengembangkan penalaran dan pola pikir 



8 

 

 

 

dinamis serta mengasah kemampuan penulis 

dalam membuat suatu karya ilmiah. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka adalah proses yang dilalui 

untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari 

kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera 

dilakukan, lalu menyusun secara teratur dan rapi 

untuk digunakan dalam keperluan penelitian.9  

Karya ilmiah terdahulu yang memiliki 

kesamaan tema dengan tema skripsi penyusun, yaitu: 

Tesis yang disusun oleh Muh Dzulhaj Lisa 

Lestianta, dengan judul “Analisis Hukum Bisnis 

Syariah Terhadap Praktek Go-Food Dalam 

Kemitraan Dan Penggunaan go-jek : (Studi Kasus Di 

Kota Yogyakarta)”.10 Tesis ini meneliti tentang 

bagaimana keabsahan proses jual beli yang 

dilakukan dalam kemitraan Go-Food dan 

penggunaan go-jek. Dikarenakan banyaknya 

konsumen muslim di Indonesia, sehingga 

memunculkan 2 pendapat mengenai hadirnya 

                                                           
9 Consuelo G Sevilla, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: UI 

Press, 1993), hlm. 31. 

 
10 Muh Dzulhaj Lisa Lestianta, Analisis Hukum Bisnis Syariah 

Terhadap Praktek Go-Food Dalam Kemitraan Dan Penggunaan Go-Jek : 

(Studi Kasus Di Kota Yogyakarta), Tesis, Pascasarjana UIN Sunan 

Kalijaga, (2019). 
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layanan Go-Food dari aplikasi go-jek; 

memperbolehkan dan melarang adanya transaksi 

tersebut, bagi yang memperbolehkan berpegang 

pada sistem jual beli  transaksi utamanya adalah 

ijaroh dan transaksi tambahannya adalah hutang 

sehingga apabila pengemudi go-jek mengantarkan 

pesanan konsumen dan dibayarkan haknya kepada 

pengemudi go-jek maka hal tersebut akan lunas; 

Bagi pihak yang melarang berpendapat terdapat 

unsur riba didalam sistem Go-Food, dikarenakan 

adanya upah jasa. Sehingga dari sinilah timbul 

analisa mengenai bagaimana seharusnya bisnis 

syariah terhadap praktek go-food dalam kemitraan 

dan penggunaan go-jek. 

Skripsi yang disusun oleh Farouq Al-Hafiz 

dengan judul “Penyelesaian Sengketa yang Terjadi 

Pada Mitra Go-Food di Kabupaten Sleman (ditinjau 

dari Sudut Pandang Hukum Islam)”.11 Skripsi ini 

memaparkan bagaimana eksistensi UMKM (Usaha 

Mikro Kecil Menengah) dibidang kuliner bertepat di 

Kabupaten Sleman yang memiliki begitu banyak 

peminat, mulai dari pedagang kaki lima, hingga 

                                                           
11 Farouq Al-Hafiz, Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Pada 

Mitra Go-Food Di Kabupaten Sleman (ditinjau Dari Sudut Pandang 

Hukum Islam), Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga, (2019). 
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yang memiliki ruko tersendiri. Selain itu juga, 

sekarang untuk menikmati UMKM dibidang kuliner 

go-jek hadir dalam layanan berbentuk Go-Food. 

Namun dibalik banyaknya konsumen dan pedagang 

disebuah pangsa pasar, terdapat kegelisahan bagi 

mereka yang ingin memulai ataupun yang sudah 

menjalankan, dimulai dari pesanan fiktif, sampai 

melonjaknya harga pajak untuk aplikasi go-jek 

terhadap para pelaku usaha. Sehingga dari 

permasalahan tersebut muncullah sebuah 

persengkataan antara Mitra Go-Food dengan go-jek. 

Skripsi yang disusun oleh Devi Tyas Putri 

dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Driver Grab Bike Atas Orderan Fiktif Menurut 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan 

Hukum Islam (Studi Kasus Di Paguyuban 

Solidaritas Grab Tulungagung)”.12 Skripsi ini 

meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum di 

paguyuban solidaritas Grab Tulungagung terhadap 

pengemudi grab bike yang sering terkena pesanan 

fiktif, dan itu menyebabkan kerugian dari pihak 

                                                           
12 Devi Tyas Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grab 

Bike Atas Orderan Fiktif Menurut Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Paguyuban Solidaritas 

Grab Tulungagung), Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN 

Tulungagung, (2018).  
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pengemudi grab bike baik berbentuk waktu dan 

materi. Selain itu juga tidak adanya regulasi yang 

jelas dari pihak Grab membuat pesanan fiktif 

semakin marak adanya. Sehingga dibutuhkan 

perlindungan hukum menurut undang-undang dan 

hukum islam. 

E. Kerangka Teoritik  

1. Teori Perlindungan Hukum  

Teori perlindungan hukum ini bersumber 

dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. 

Aliran hukum alam yang mendasarkan 

anggapannya kepada hukum alam, bahwa 

“hukum itu berlaku secara universil dan bersifat 

abadi”.13  

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan 

hukum Salmond bahwa hukum bertujuan 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

berbagai kepentingan dalam masyarakat karena 

dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan 

terhadap kepentingan tertentu hanya dapat 

dilakukan dengan cara membatasi berbagai 

kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum 

adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, 

                                                           
13 Amir Hamzah, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang : FHUB, 

1988), hlm. 128. 



12 

 

 

 

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk 

menentukan kepentingan manusia yang perlu 

diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus 

melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir 

dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan 

hukum yang diberikan oleh masyarakat yang 

pada dasarnya merupakan kesepakatan 

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan 

perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan 

antara perseorangan dengan pemerintah yang 

dianggap mewakili kepentingan masyarakat.14 

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan 

hukum adalah memberikan pengayoman terhadap 

Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan itu diberikan kepada 

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak 

yang diberikan oleh hukum.15 Perlindungan 

hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah 

terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan 

pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan 

keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan 

yang responsif bertujuan untuk mencegah 

                                                           
14 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2000), hlm. 54. 

 
15 Ibid. hlm. 69.  
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terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di 

lembaga peradilan.16 

2. Teori Perjanjian 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer), perjanjian digunakan dengan istilah 

overeenkomst. Menurut Prof. Subekti S.H., 

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang 

berjanji kepada seorang lain atau dimana dua 

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu hal.17 Suatu perjanjian adalah semata-

mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. 

Persetujuan merupakan kepentingan yang pokok 

dalam dunia usaha.18 Namun hukum tidak 

mengakui semua perjanjian. Perjanjian yang 

dapat dituntut ganti rugi terhadap orang yang 

tidak memenuhi janjinya adalah perjanjian yang 

memenuhi syarat : 

a. Maksud mengadakan perjanjian, 

Pihak-pihak yang berjanji harus 

bermaksud supaya perjanjian yang mereka 

buat itu mengikat secara sah. Mengikat 

                                                           
16 Ibid, hlm. 54.  

 
17 Soediman Kartohadiprojo, Pengantar Tata Hukum di 

Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 98.  

 
18 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, (Bandung: P.T. 

Alumni, 2013), hm. 93. 
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secara sah artinya perjanjian itu 

menimbulkan hak dan kewajiban bagi 

pihak-pihak yang diakui oleh hukum.  

b. Persetujuan yang tetap (agreement), 

Pihak-pihak harus mencapai persetujuan 

yang tetap, yang ditunjukkan dengan 

penerimaan tanpa syarat atau suatu 

tawaran, dan tidak sedang berunding. 

c. Prestasi (consideration), 

Perjanjian harus menjadi perbuatan kedua 

belah pihak, tiap-tiap pihak yang berjanji 

untuk mematuhi prestasi kepada pihak 

lainnya harus memperoleh pula 

pemenuhan prestasi yang telah dijanjikan 

oleh pihak lainnya itu.   

d. Kausa yang halal, 

Jenis-jenis perjanjian tertentu yang dengan 

jelas bertentangan dengan ketertiban 

umum (public policy) tidak dibenarkan 

sama sekali oleh hukum.  

Dalam perjanjian terdapat pula beberapa asas 

penting yang harus diketahui, yaitu :19 

a.  Sistem Terbuka 

                                                           
19 P. N. H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2015), hlm, 286. 
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Asas ini berarti bahwa mereka yang 

tunduk dalam perjanjian bebas 

menentukan hak dan kewajibannya. Asas 

ini disebut juga dengan asas kebebasan 

berkontrak, yaitu semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. 

Asas ini tidak boleh bertentangan dengan 

ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-

undang. 

b. Bersifat pelengkap 

Pasal-pasal dalam perjanjian boleh 

disingkirkan jika pihak-pihak yang 

melakukan perjanjian menghendaki dan 

membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang 

menyimpang dari pasal-pasal undang-

undang. 

c. Konsensualisme  

Berartikan bahwa perjanjian lahir sejak 

detik tercapainya kesepakatan antara 

kedua belah pihak. 

d. Berasaskan kepribadian 

Perjanjian hanya mengikat bagi para pihak 

yang membuatnya.  
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F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian untuk menyusun skripsi ini 

adalah dengan field research atau penilitan 

lapangan. Penelitian Lapangan menjadikan data 

yang didapatkan oleh penyusun ketika berada di 

lapangan sebagai sumber data utama dalam 

menyusun skripsi ini.  

2. Sifat Penelitian 

Penilitan ini bersifat analisis data yaitu 

menganalisa dengan menggunakan data dan 

mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh 

penyusun kepada pihak-pihak terkait khususnya 

pengemudi go-jek yang pernah mengalami 

pesanan fiktif. 20  

3. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penilitan 

ini adalah pendekatan Yuridis-Empiris. Berupa 

pendekatan dari sudut pandang hukum yang 

berlaku dalam masyarakat. 

  

                                                           
20 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 1993) hlm. 63. 
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4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data primer berasal dari data yang 

didapatkan melalui wawancara ataupun 

dokumentasi selama berada di lapangan guna 

mendapatkan data yang berkaitan dengan 

rumusan masalah skripsi. Wawancara dengan 

pengemudi go-jek yang terkena pesanan fiktif 

merupakan salah satu bentuk data primer 

dalam menyusun skripsi ini.   

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data 

yang mendukung dan melengkapi sumber 

primer, berupa peraturan perundang-undangan, 

buku, jurnal, dan dokumentasi yang berkaitan 

dalam penyusunan skripsi. 

c. Data Tersier 

Data tersier diperoleh dari kamus dan 

ensiklopedia hukum serta internet. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan 

data primer dalam penyusunan skripsi ini. 

Teknik dalam wawancara tidak luput dari 

5W+1H (what, why, who, where, when dan 
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how). Wawancara disasarkan kepada 

narasumber yaitu para pengemudi go-jek yang 

pernah mengalami pesanan fiktif di kota 

Yogyakarta. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka diakukan untuk memperoleh 

sebagian data primer dengan mempelajari 

bahan hukum, jurnal, serta buku-buku yang 

berkaitan dengan penelitian. 

6. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dan terkumpul dari 

penelitian terkait permasalahan yang diteliti 

kemudian dinalisis dengan cara kualitatif dan 

dianalisa menggunakan metode berpikir deduktif.  

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini 

terbagi atas lima bab guna mempermudah 

pembahasan dan pemahaman terhadap skripsi ini 

yang mana setiap bab saling mendukung. Uraian 

dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut : 

Bab pertama berisi latar belakang masalah 

yang disusun dari pembahasan umum ke 

pembahasan yang khusus, rumusan masalah yang 

menjadi fokus penelitian penyusun, tujuan dan 

kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh 
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penyusun, telaah pustaka untuk menjamin keaslian 

penelitian yang dilakukan oleh penyusun, kerangka 

teoritik sebagai pisau analisis, metode penelitian 

untuk memudahkan penyusun dalam mendapatkan 

data dan menyusun skripsi, dan sistematika 

pembahasan.  

Bab kedua mengenai tinjauan umum 

perlindungan hukum terhadap pengemudi go-jek 

atas pesanan fiktif yang dibagi menjadi tiga sub bab. 

Pada sub bab pertama membahas mengenai tinjauan 

umum tentang perlindungan hukum meliputi 

pengertian perlindungan hukum dan bentuk 

perlindungan hukum. Sub bab kedua mengenai 

tinjauan umum tentang pelaku usaha yang meliputi 

pengertian pelaku usaha dan kewajiban dan hak 

pelaku usaha. Sub bab ketiga berisi tinjauan umum 

tentang konsumen yang terdiri dari pengertian 

konsumen dan kewajiban dan hak konsumen. 

Bab ketiga berisi gambaran umum dari PT. 

Aplikasi Karya Anak Bangsa yang membawahi go-

jek. Terdiri atas struktur go-jek, sejarah go-jek, visi 

dan misi go-jek, dan layanan go-jek. 

Bab keempat berisi analisis untuk menjawab 

rumusan masalah dari skripsi yang terbagi atas sub 

bab praktek pesanan fiktif terhadap pengemudi go-
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jek di Kota Yogyakarta dan perlindungan hukum 

terhadap pengemudi go-jek atas pesanan fiktif di 

Kota Yogyakarta.  

Bab kelima adalah penutup yang berisi 

kesimpulan dari penelitian atau hasil dari penelitian 

yang dilakukan serta saran dari penyusun. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Pesanan fiktif merupakan bentuk salah satu 

kecurangan yang telah dilakukan oleh konsumen 

kepada pelaku usaha atau pengemudi go-jek, fitur 

yang sering menjadi pilihan untuk pesanan fiktif 

adalah fitur go–ride dan go-food. Bentuk praktik dari 

pesanan fiktif adalah ketika pengemudi go-jek 

menerima pesanan dari konsumen berupa pesanan 

makanan (go-food) ataupun pelayanan antar – jemput 

(go-ride) namun ketika pengemudi go-jek telah 

menjalankan pesanan sesuai permintaan konsumen, 

konsumen tidak bisa dihubungi baik melalui aplikasi 

chat, sms, telepon maupun whatsapp, pengemudi go-

jek mengalami kesulitan untuk menghubungi 

konsumen sehingga pengemudi go-jek mengalami 

kerugian dari segi materi, waktu maupun emosi. 

Perlindungan hukum untuk menghadapi hal tersebut 

tertera dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata 

Pasal 1267, yaitu : 

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak 

dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu 

masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang 
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lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan 

menuntut pembatalan perjanjian, disertai 

penggantian biaya kerugian dan bunga”. 

Maka yang dilakukan oleh pihak yang melakukan 

wanprestasi atau yang melanggar perjanjian jual beli 

adalah: 

1. Pemenuhan perjanjian; 

2. Ganti kerugian. Ganti kerugian 

merupakan bentuk hukum yang 

ditanggung oleh pihak yang melakukan 

wanprestasi yang berupa memberikan atau 

mengganti, baik itu kerugian terhadap 

biaya yang sudah dikeluarkan oleh satu 

pihak, pemberian bunga ataupun 

keuntungan yang seharusnya diperoleh 

pihak yang dirugikan seandainya tidak 

terjadi wanprestasi (Pasal 1246 

KUHPerdata) 

Untuk dapat menyatakan bahwa salah satu pihak 

telah melakukan wanprestasi maka terdapat 2 syarat 

hal mutlak yang harus terpenuhi, diantaranya adalah: 

1. Syarat Materiil, yaitu adanya unsur 

kesalahan. Unsur kesalahan memiliki 2 

pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas 

yang meliputi kesengajaan dan kelalaian, 
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sedangkan dalam arti sempit hanya 

menyangkut kelalaian saja yang mana 

dapat diartikan tidak ada unsur 

kesengajaan didalamnya; 

2. Syarat formil, yaitu adanya penetapan lalai 

berupa teguran atau peringatan dari pihak 

yang melakukan perjanjian agar pihak 

yang menjalankan perjanjian sengaja 

memenuhi prestasi yang telah 

diperjanjikan. 

Namun apabila hal tersebut menjadi tindak 

pidana yang dilakukan Konsumen terhadap Pelaku 

Usaha apabila terjadi pelanggaran perjanjian, salah 

satunya perjanjian jual beli dalam Pasal 379a 

KUHPidana tertera: 

“Barangsiapa menjadikan sebagai mata 

pencaharian atau kebiasaan untuk membeli 

barang-barang, dengan maksud supaya tanpa 

pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan 

terhadap barang – barang itu untuk diri sendiri 

maupun orang lain, diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun”. 

Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran 

terhadap perjanjian dalam konsepsi KUHPerdata 

dapat diwujudkan dalam bentuk wanprestasi, namun 
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apabila dalam ranah KUHPidana dapat berupa 

perbuatan curang atau penipuan. 

Namun apabila pengemudi tidak membawa ke 

ranah hukum, maka ada jalan lain yaitu dengan 

melaporkan adanya pesanan fiktif yang dilakukan 

oleh konsumen kepada pengemudi go-jek, dengan 

prosedur antara lain adalah : 

1. Melihat struk belanja dan mengkonfirmasi 

resto yang telah dipesan;  

2. Mengecek chat aplikasi go-jek, antara 

pengemudi go-jek dan konsumen, hal 

tersebut dilakukan untuk memastikan 

apakah memang telah terjadi praktik 

pesanan fiktif; 

3. Dan yang terakhir adalah ketika semua 

telah dikonfirmasi adanya pesanan fiktif 

maka pesanan go-food tersebut harus 

diserahkan ke kantor dan kantor akan 

memberi ganti. 

Pemberian ganti rugi hanya diberikan kepada 

pengemudi go-jek yang mengalami pesanan fiktif 

dalam fitur go-food, dan ganti rugi tidak lebih dari 

Rp. 450.000, adapun lebih dari itu maka pihak go-jek 

akan mencari konsumen yang melakukan pesanan 
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fiktif dengan cara melacak akun konsumen tersebut 

oleh pihak IT (informasi teknologi) dan meminta 

konsumen untuk mengganti rugi. Untuk pemesanan 

go-ride, dari pihak go-jek tidak memberikan adanya 

ganti rugi. 

B. Saran 

Skripsi ini berfokus pada penyelesaian pesanan 

fiktif dalam jalur litigasi. Kedepannya apabila ada 

peneliti yang ingin membahas topik yang sama, 

penulis sarankan untuk mendalami hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Mengkaji langkah preventif agar tidak terjadi 

pesanan fiktif bagi pengemudi go-jek, dengan 

cara verifikasi akun konsumen yang lebih 

ketat, seperti menunjukkan data diri, foto 

profil konsumen,  alamat dari konsumen, dan 

jikalau diperlukan maka menunjukkan 

identitas diri berupa KTP; 

2. Sosialisasi terhadap konsumen agar menjadi 

konsumen yang cerdas, dengan cara tidak 

melakukan tindakan-tindakan curang sehingga 

mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha; 

dan 

3. Penelitian yang berfokus terhadap 

perlindungan konsumen yang apabila 
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mendapatkan kerugian, seperti keracunan pada 

makanan, berkurangnya pesanan yang telah 

dipesankan, atau tidak sesuainya pesanan yang 

diinginkan.
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PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER 

1. Siapa nama Bapak? 

2. Dimana Bapak tinggal (domisili)? 

3. Dimana alamat asal Bapak? 

4. Sudah berapa lama menjadi pengemudi go-jek? 

5. Mengapa memilih profesi sebagai pengemudi go-jek? 

6. Apa saja pengalaman yang didapatkan ketika menjadi 

pengemudi go-jek? 

7. Apakah Bapak pernah mengalami pesanan fiktif? 

8. Apa saja bentuk dari pesanan fiktif? 

9. Apa yang Bapak lakukan ketika mendapatkan 

pesanan fiktif? 
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